ABSTRAK

Pemenuhan hak atas gizi yang layak merupakan bagian dari hak konstitusional anak
yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta berbagai peraturan di bidang kesehatan dan perlindungan anak. Sebagai
bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemenuhan gizi masyarakat dan
penanggulangan stunting, pemerintah menyelenggarakan Program Makan Bergizi
Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional dengan pelaksanaan teknis oleh Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, dalam pelaksanaannya masih
ditemukan berbagai kasus keracunan makanan yang disebabkan oleh kelalaian
dalam pengolahan maupun pendistribusian makanan, sehingga menimbulkan
kerugian bagi penerima program dan memunculkan persoalan hukum mengenai
pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum serta pertanggungjawaban perdata
penyelenggara program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan
unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata terhadap kelalaian SPPG dalam peristiwa keracunan
Program MBG serta mengkaji upaya penyelesaian sengketa perdata yang dapat
ditempuh oleh korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan
pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian SPPG dalam pelaksanaan Program
MBG telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya
perbuatan, unsur melawan hukum, kesalahan, hubungan kausal antara perbuatan
dan kerugian, serta adanya kerugian yang dialami korban. Selain itu, korban
keracunan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi
maupun litigasi, termasuk melalui gugatan perwakilan kelompok (class action),
guna memperoleh ganti kerugian materiil dan imateriil.
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